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PERATURAN GUBDRNUR RIAU
NOMOR : t{ TAFIUN 20 17

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERIN'I'AH DAtrI?AH

(CPPD) PROVINSI RIAU

DtrNGAN RAI_IMAT TUHAN YANG MAI.IA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang a. bahwa dengan telah ditc':tapl<annya Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahurn 20l6 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, maka
Peraturan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2Ol3 tc)ntang
Pengelolaan Cadangan Pangan PemerinLah Daerah
(CPPD) Provinsi Riau perlu dilakr-rkan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pcrtimbangan scbagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu mcnct.apkan Pcraturan
Gubernur tentang Pcrubahan Atas Pcraturan Gubernur
Riau Nomor 12 Tahun 2013 tcntang Pengelolaan
Cadangan Pangan Pemcrintah Dacrah (CPPD) Provinsi
Riau.

Mengingat i. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-undang DaruraL Nomor 19 'lahun
1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Sr,t'atantra
'lingkat I Sumatera Barat, JErmbi dan Riau (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Non-ior 75)
sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 11.2,1'ambahan lem'oaran
Negara Republik Indonesia Nomor l6a6);

2. Undang-Undang Nomor 23 'lahun 2014 Lentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,'lambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaintana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Unciang-
Undang Nomor 9 'lahun 2015 tenLang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahr-tn 2014 L'jntang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lcmbaran
Ncgara Rcpublik Ind<>ncsia Nom<>r 5679);
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3. Undang-Undang Nom<>r 18 Tahun 2Ol2 Lcnlang Pangan
(Lembaran Ncgara Rcpublik Indorresia Tahun 2012
N<>mor 227, Tambahan Lcmbaran Ncgara Rcpublik
Indonesia No.mor 5630);

4. Pcraturan Pemerintah Nom<>r 68 Tahun 2OO2 Lcntang
Kctarhanan Pangan (Lembaran Ncgara Rcpublik Indoncsia
'lahun 2OO2 Nr>mor 142, 'fambahan Lcmburan Ncgara
Rcpublik Indoncsia Nom<>r 4254);

5. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 80 'lahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Dae rah (Berita
Negara Republik Indonesia1'ahun 2O14 Nomor 32).

MEMUTUSI(AN

Menetapkan PERA'IURAN GUBERNUR'I'ENTAN(} PtrRUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 12'IAHUN 2OI3
PtrNGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMtrRIN'|AH DAERAH
(CPPD) PROVTNST RrAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan darlam Peraturan Gubernur Riau Nom<>r 12 Tahun 20i3
tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Dacrah (CPPD) Pr<>vir-rsi

Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor l2), diubah scbagai
berikut :

1 Ketentuan Pasal 1

berikut :

angka 7 diubah, sehingger Pasal i berbunyi sebagai

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau;

2. Provinsi adalah Provinsi Riau;

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangl<at daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah ;

4. Gubernur adalah Gubernur Riau;

5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Riau;

6. KabupatenlKoLa adalah Kabupaten/kota se Provinsi Riau;

7. Dinas Ketahanan Pangarr adalah Dinas l(ctahanan Pangan Provinsi
Riau;

8. Bupati/walikota adalah Bupati/walikora sc Provinsi Riau;

9. Wakil Bupati/Wakil Walikota adalah Wakil Bupati/Wakil WalikoLa se
Provinsi Riau;
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10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah yang sclanjuLnya disingkerL
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Pr<>vinsi Riau;

11. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan
air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperunrukkan
sebagai makanan atau minuman bagi kr>nsumsi manusia tcrmasuk
bahan tambahan pangzln, bahzrn bal<ur pi.rr-igzrn clarn bahlrn lair-r -1,i111-
digunakan dalam proses pcnyiapan, pcngolahan dan ateru pembuatan
makanan dan minuman;

L2. Cadangan Pangan adalah persediaan bahan pangan pokok _yang
disimpan oleh pemerintah dan masyarakaL yang dapaL dimobilisasi
secara cepat untuk kepe rluan konsumsi m;rupun mer-rghadapi
keadaan darurat dan antisipasi tcrjadinya gejolak harga;

13. Cadangan Pangan Pemerintah Dacrah sclzrnjutnya disingkat CPPD
adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh
Pemerintah Provinsi Riau;

14. Pangan Pokok ader.lah pangan yang dipc:runl,ukkar-r scbagai makanan
utama sehari-hari sesuai dengan potcnsi sumber daya dan kearifan
lokal;

15. Bantuan pangern adalah betn[uarn pangan pok<>k dan pangan lainnya
yang diberikan olch PcmerinLarh, PemcrinLah Darcrah dan aLaur

masyarakaI dalam mcngaLasi melsalah pangan dan krisis pangan,
meningl<atl<an akscs pangan bagi masyaraikat miskin dzln atau ra\\/alt
pangan dan gizi dan kerjasama internasiorral;

16. Masalah pangan adalah kcadaan kckurangan, kclcbihan dan ataLl
ketidakmampuan perseorangan atau rumah tarrgga dailitm mcmcnuhi
kebutuhan pangan dan keamanan pangan;

17. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami
sebagian besar masyarakat disuaLu wilayah yalng disebabkan oleh,
antara lain kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim,
bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosierl Lcrmasuk akibait
perang;

18. Keadaan daruraL adalah terjadinya pcristiiva bencana alam, paceklik
yang hebaL dan kejadian yang tcrjardi dilurar kemampuan manusizl
untuk mencegah dan/atau menghindarinya meskipun dapaL
diperkirakan;

19. Bencana alam adalah bencerna yang diakibatkan <>lch pcristin,a ataur
serangkaian peristir,r,a yang diakibertkan <>lch alarm bcrupa gcmpa
bumi, tsunami, gunung meleLus, banjir, kekcringan, angin Lopan,
tanah longsor dan bencana alam lainnya;

20. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan
yang berkepanjangan schingga mcrupakern masa sulit dalam
penyediaan bahan pangan disuatu r.t,ilayah tcrt.entu tcrmersuk pcrioclc
terjadinya kctidakseimbangan yerng bcsar antelra penvcdiaan dan
kebutuhan;

I



4

21. Rawan pangan adalah kondisi unLuk suaLu dacrarh, masyarakat,
rumah tangga yang tingkat kctcrscdiaan dan kcamernan p?rngannya
tidak cukup untuk mcmenuhi standar kcbuLurhan fisiologis bagi
kebutuhan dan kcsehatan. masyarakat;

22. Rawan pangan transien adalah suatu kcadaan rawan pangan yanfl
bersifat mcndadak dan semcntara, yang discbcbkan <>lch perbuatan
manusier (pcncbangan liar yang mcnlzs[sbkan banjir.atau karcna
konflik sosial), maLrpun karena alam bcrupa bcrbagari musibah yzrng
tidak dapat didurga scbclumnya, scpcrLi gcmpa bumi, gunung
meletus, banjir dern lhin-lain;

23. Rawan pangan l<ronis adalah ketidak mampLran rumah tangga untuk
memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggoLanya pada
periode yang lama l<arena kctcrbaLasan, l<epemilikan Ial-ran, asset
produktif dan-kckurangan penderpatan ;

24. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan LerLentu .yang
bersifat pokok clitingkat pasar yang mencirpz:ri lebih dari 25 persen
dari harga normal.

2 Ketentuan Pasal
berikut :

5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai

Pasal 5

(1) Perencanaan kebutuhan dan besarnya CPPD Prc>vinsi melipuLi :

a. Kebutuhan cadangan pangan khusus untuk penanganan keadaan
darurat transien;

b. Kebutuhan bantuan rawan pangan pasca bcncana.

(2) Perencanaan pengadaan dan pcngguneln CPPD Provinsi dilakukan
oleh Dinas l(etahanan Pangan.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, schinggar Pasal 9 bcrbunyi scbagai berikut :

Pasai 9

Pembiayaan untuk pengadaan CPPD Provinsi bcrada pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Dacrah (DPA-SKPD) Dinas
Ketahanan Pangan dan anggaran operasi<>nal pcngclolaan CPPD Provinsi
dialokasi pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPA-SKPD) Dinas Ketahanan Pangan.

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga pasal 10
berbunyi sebagai bcril<ut :

Parsal l0

(i) Perangkat Daerah yang ditugaskan unLuk mengelola CPPD adalah
Dinas Ketahanan Pangan.

Aa
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(2) Untuk Menunjang kelancaran pcngclolaan
dibentuk Tim Teknis CPPD Provinsi dcngan
sebagai berikut :

CPPD Provinsi, pc.rlu
sLlsunan KeanggoLaar-r

Pembina : 1. Gubcrnur
2. Wal<il Cubernur

Ketua Umum : Sekretaris Dacrah Provinsi Riau
Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Ketahernan Pangarn
Sekretaris : Kepala Bidang Distribursi dan Cadangan

'Pangan pada Dinas Kctahanan Pangan

Anggota-anggota :

1. Unsur Biro Administrasi Pcrckc>n<>miern dern Surmbcr Daya Alerm
SekretariaL Daerah Provinsi Riau;

2. Unsur Djnas Tanaman Pangan, I-lortikulturar dan Pcrkcbunan
Provinsi Riau;

3. Unsur Dinas Peternal<an dan Kcschatan I-lewan Provinsi Riau;
4. Unsur Dinas Perikanatn dan Kclerutan Pr<>vinsi Riau,
5. Unsur Dinas Sosial Provinsi Riau;
6. Unsur Inspektorat Daerah Provinsi Riaur;
7. Unsur Perum Bulog Divre Riau;
8. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau;
9. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau;
10. Unsur B-adan Penanggular-igain Bencana Dacrah;

Sekretariat : Dinas Ketaharnan Pangan

(3). Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayaL (2), bcrtangf{ung jawab
dalam pcngcl<>laan CPPD Prr>vinsi.

5. Ketentuan Pasal 1i diubah, schingger Pasarl i 1 bcrbunyi scbagai berikuL

Pasal 1 l

Pemantauan dan cvaluasi dilakukan olch Dinas
dengan melibatkan Tim Teknis CPPD Provinsi.

Ketahanan Pangan

6 Ketentuan Pasal
berikut :

13 ayat (1) diubah, sehingga Pasal l3 bcrbunyi sebagai

Pasal 1 3

(1) Pelaporan pelaksanaan pengelolaan CPPD Provinsi dilaksanakan oleh
Dinas Ketahanan Pangan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
berjenjang dan disampaikan kcpada Gubernur.

(3) Gubernur sclaku Ketua Dewan Kclahanan Pangan Provinsi Riau,
secara berjenjang me lapr>rkan kcpada Prcsiden/ KcLua Dcr,r,an
Ketahanan Pangan melalui Menteri Pertaniarn sclarku Ketua Harian
Dewan Ketahanan Pangan Pusat.

i
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7. Ketentuan Pasal 14 dihaPus.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

di Pekanbaru

RIAU,

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
Pada

RIAU,

PROVINSI RIAU TAHUN 2OI7 NOMOR :

SETDA

RI

SEKRETARIS

\
I

Lrl
DAERAH


